PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUL
NOMOR 4 TAHUN 201

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPAT]
KEPADA 4 ( EMPAT ) BANK PERKREDIT!
SE-KABUPATEN HULU SUNGA

TAHUN ANGGARAN 201

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
BUPATI HULU SUNGAI UT

Menimbang : a. bahwa Bank Perkreditan Ra
Daerah yang sahamnya
Kalimantan Selatan, Bank
Pemerintah Daerah Kabupate
perlu terus dikembangkan pe
menggerakkan roda perekonoi
laba, serta dapat memberikar
Kabupaten Hulu Sungai Utar
pendapatan asli daerah, oleh
Penyertaan Modal Daerah kep

b. bahwa berdasarkan Pasal 4
Nomor 1 Tahun 2004 tenta
Penyertaan Modal Pemerinta
bentuk Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbai
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Undang-Undang Nomor ]
Perbendaharaan Negara (L
Indonesia Tahun 2004 Nor
Negara Republik Indonesia No

Undang-Undang Nomor 3
Pemerintahan Daerah (Le
Indonesia Tahun 2004 Nomo
Negara Republik Indonesia
telah diubah beberapa kali.
Undang Nomor 12 Tahun 20(
atas Undang-Undang Nomo:
Pemerintahan Daerah (Le
Indonesia Tahun 2008 Nom¢
Negara Republik Indonesia N

Undang-Undang Nomor 1
Pembentukan Peraturan Peru
Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara
5234);

Peraturan Pemerintah Nomoc
Pengelolaan Keuangan Daeral

Indonesia Tahun 2005 Nomc
Negara Republik Indonesia No

Peraturan Pemerintah Nomo
Pedoman Pembinaan dan P
Pemerintahan Daerah (Le

Indonesia Tahun 2005 Nomc
Negara Republik Indonesia No

Peraturan Menteri Dalam Ne
tentang Pedoman = Pengelc
sebagaimana telah diubah be

Peraturan Menteri Dalam Ne
fonrrtfarnoeo Deriikhaoabhhcars Wadi1Aa A4
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Dengan Persetujuan Bers

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN HULU SUNGAI

dan

BUPATI HULU SUNGAI U’

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTAI

PEMERINTAH KABUPATEN HULL
( EMPAT ) BANK PERKRED
KABUPATEN HULU SUNGAI UTAI

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud denga

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Peran
penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupa

. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutn

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ht

. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam

pada suatu usaha bersama atau pemanfaata:
ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

Modal Daerah adalah kekayaan Daerah ( yang t
berwujud uang maupun barang.
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(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaz
Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prins

BAB 1II

PENYERTAAN MODAL DAL

Pasal 3

Sampai dengan tahun anggaran 2011, Pemerint:
Penyertaan Modal kepada 4 ( empat ) BPR se-Ka]

secara komulasi berjumlah Rp.10.002.011.513,-
sebelas ribu lima ratus tiga belas rupiah ), dengan 1

- BPR Sei Pandan sebesar Rp.

- BPR Amuntai Selatan sebesar Rp.

- BPR Amuntai Utara sebesar Rp.

- BPR Amuntai Tengah sebesar Rp. ’

Jumlah Rp. 1(
Pasal 4

(1) Pada Tahun Anggaran 2012 ini, Pemerintah I
dana Penyertaan Modal Daerah kepada 4 ( em]
Sungai Utara sebesar Rp. 6.000.000.000,- (

rincian sebagai berikut:

- BPR Sei Pandan sebesar Rp. 1.
- BPR Amuntai Selatan sebesar Rp. 1.
- BPR Amuntai Utara sebesar Rp. 1.
- BPR Amuntai Tengah sebesar Rp. 1.

Jumlah Rp. 6.

(2) Penganggaran dana Penyertaan Modal Daer
Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud
dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 201Z

(3) Dengan dialokasikannya dana Penyertaan |
dimaksud pada ayat (1) dalam Perubahan A

1A l-A AT T AT O PP | VAP P PP

'
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(2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud
Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai P

BAB V
PEMBINAAN dan PENGAW,

Pasal 7

(1) Atas dasar kepemilikan modal Pemerintah Dz
dapat membentuk Tim sebagai wakil Pemerinte
kegiatan pembinaan, monitoring, dan/atau peng

(2) Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pad:
Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTULI

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dae:
aturan pelaksanaannya akan diatur kemudian

dan/atau Keputusan Bupati.
Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diunda
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahke

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lemba:
Sungai Utara.

Ditetapkan
pada tangge

BUPATI HU



